CROSSCUTTING TUJUAN-SASARAN-OUTCOME-PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN

NSPK ) Output (kepmen 400 .
Tujuan Sasaran Outcome ( Inmen2)] Indikator i i
ujus uf ( ) tahun 2024) i Program /Kegiatan Sub Kegiatan
Persentase pendampingan dan |Program Perumusan Kebijakan,
i i yang dil i Dan Asistensi
Teknis di
pendampingan dan asistensi Bidang Pengawasan dan Fasi
Jumlah perangkat daerah yang Pendampingan dan asistensi
ilakt
Meningkatnya ~ Peran  APIP dalam| dilakukan pendampingan dan
Pencegahan Korupsi Jumlah Perangkat daerah yang Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi,
dilakukan pendampingan, asistensi, |verifikasi dan Penilaian Reformasi
Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring
Monitoring dan dan evaluasi serta verifikasi
Pendampingan, asistensi, dan Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi,
verifikasi Penegakan Integritas dan verifikasi Penegakan Integritas
Program Perumusan Kebijakan,
dan il Dan Asistensi
asistensi yang dilaksanakan
Teknis di
Meningkatnya kualitas pendampingan perumusan kebijakan teknis di | Bidang Pengawasan dan Fas
" idana
dan asistensi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Fasilitasi Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Pengawasan yang Disusun
Jumlah rekomendasi kebijakan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan
teknis di bidang pengawasan yang [Teknis di Bidang Pengawasan
disusun
Peran APIP dalam Tata) dan asistensi
Kelola Pemerintahan pendampingan dan asistensi
Jumlah perangkat daerah yang Sub Kegiatan Pendampingan dan
dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Perangkat daerah yang Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi,
dilakukan pendampingan, asistensi, |verifikasi dan Penilaian Reformasi
nya Kualitas verifikasi dan penilaian Reformasi  |Birokrasi
Kualitas dan Pengawasan Dalam) Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring
K Birokrasi aan Pemerintahan| Monitoring dan dan evaluasi serta verifikasi

Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan|
dan
Pemberantasan Korupsi

pencegahan dan pemberantasan
Korupsi

Pendampingan, asistensi, dan
verifikasi Penegakan Integritas

Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi,
dan verifikasi Penegakan Integritas

Meningkatnya Kepatuhan
Pengelolaan Keuangan
Penyelenggaaran Pemerintah Daerah

terhadap]
dalam|

Terlaksananya
Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Persentase penyelenggaraan

Program Penyelenggaraan

Daerah

pengawasan internal

Internal

Jumlah laporan hasil pengawasan
kinerja Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Jumlah laporan hasil pengawasan
i daerah

Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan
i Daerah

Jumlah laporan hasil reviu Laporan
Kineria

Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Jumlah laporan hasil reviu Laporan

Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Menurunnya
penyimpangan, baik yang bersofat
anggaran maupun proses dan
kewenangan

atau

Keuanaan

Jumlah laporan hasil pengawasan
umum dan teknis K:

Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan
Teknis

Kinerja
Pemerintah Daerah

Jumlah
Internal yang Terbentuk

Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan
Internal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Sub Kegiatan Pengawasan Desa

DNeca

Jumlah dokumen hasil monitoring
dan evaluasi TLHP BPK RI dan

T 1 apTD

Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi
TLHP BPK RI dan TLHP APIP

Pengawasan Dengan Tujuan
Tartantn

Dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan Penyelesaian
Kerugian

Nanara/Naarah vana Nitanaani

'Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian|
Kerugian Negara/Daerah

jumlah laporan hasil pengawasan
dengan tuiuan tertenty

Sub Kegiatan Pengawasan dengan
Tuiuan Tertenty

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel

Meningkatnya Kualitas Tata kelola
Perencanaan,Evaluasi, dan
Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Penganggaran dan Keuangan
Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Kepegawaian

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya
Administras
Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya

Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi
SKPD

Persentase penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

jumlah laporan capaian
kinerja yang disusun

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan

Persentase A asi

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keuangan Perangkat
Daerah yang terlaksana

asi

Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah tenaga honorer
administrasi yang dibayar

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

jumlah tenaga
penatausahaan dan
verifikator yang dibayar

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan
Akhir Tahun

SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Terlaksananya
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik

Daerah pada SKPD
Terlaksananya

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan

Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Persentase administrasi
barang milik daerah yang

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan

Sub Kegiatan Rekonsiiasi dan

i dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik

Daerah pada SKPD
Terlaksananya
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Tersedianya Pakaian
Dinas Beserta

Atribut

Laporan gl
Daerah pada SKPD

Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

jumlah laporan
penatausahaan BMD pada
SKPD

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

asi

Persentase
L yang tercapai

asi

Perangkat Daerah

Jumlah Pakaian Dinas dan
Atribut kelengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas dan
Atribut kelengkapannya




Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Terlaksananya

Jumlah pegawai
berdasarkan tugas dan
fungsi yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Jumlah orang yang

Bimbingan Teknis

Teknis mengikuti bimbingan teknis |Implementasi Peraturan
i implementasi peraturan Perundang-Undangan

PerundangUndangan | serundang-undangan

Persentase Administrasi Administrasi Umum

Umum yang tercapai Perangkat Daerah
T jumlah paket k 1 Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi instalasi penerangan bangunan | Listrik/Penerangan Bangunan
Listrik/Penerangan kantor yang disediakan Kantor
Bangunan
Kantor
Tersedianya Jumlah Paket Bahan/Material yang [Sub Kegiatan Penyediaan
Bahan/Material Disediakan Bahan/Material

Terlaksananya
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Tersedianya Peralatan
Rumah
Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Terlaksananya
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Tersedianya
Peralatan

dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah paket peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

jumlah paket bahan logistik
kantor yang disediakan

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Tersedianya Barang
Cetakan dan

jumlah paket barang
cetakan dan penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penggandaan yang disediakan

Terlaksananya Jumlah Orang yang

Sosialisasi Mengikuti Sosialisasi

Peraturan Peraturan Perundang Sub Kegiatan Sosialisasi
Perundang- Undangan Peraturan Perundang
Undangan Undangan

Tersedianya Bahan [jumiah dokumen bahan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Bacaan dan bacaan dan perundang- Peraturan Perundang-
Peraturan undangan yang disediakan |undangan

Perundang-

Undangan

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi

jumlah laporan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

SKP
Terfaksananya Jumlah dokumen dukungan |Dukungan Pelaksanaan Sistem
Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis

Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

pemerintahan berbasis
elektronik pada SKPD

Elektronik pada SKPD

Persentase pemenuhan
Layanan Kinerja Perangkat
Daerah

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Tersedianya
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan yang
disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional

Tersedianya Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
disediakan

Pengadaan Mebel

Tersedianya Aset
Tetap Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

Sub KegiatanPengadaan Aset Tetap
Lainnya

Tersedianya Aset Tak
Berwujud

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud
yang Disediakan

Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak
Berwujud

Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Tersedianya
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah unit peralatan dan
mesin lainnya yang
disediakan

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Persentase jasa
yang tersedia

y Jasa
Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah laporan penyediaan
jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah laporan penyediaan
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang
disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

jumlah laporan jasa
pelayanan umum kantor

yang disedi. 1

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Persentase barang milik
daerah yang dipelihara

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau

Kendaraan Dinas
Jabatan

jumlah kendaraan
perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan
yang dipelihara dan
dibayarkan pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan




Terlaksananya
Pemeliharaan
Mebel

Jumlah mebel yang
dipelihara

Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

jumlah peralatan dan mesin
lainnya yang dipelihara

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya




